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A. DASAR HUKUM

L

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Sebagaimana Dirubah Terakhir Oleh Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Pemillhan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati bserta Walikota dan Wakil
Walikota.

Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor

149/PM.00.01/K.SB/08/2024 tertanggal 16 Agustus 2024, perihal Imbauan

B. PASAL -PASAL

1)

2)

Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan:
Masa pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 yang menyatakan:

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon
Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan;

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai
bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf
u;

b. surat keterangan:

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi,
dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal
atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;

4. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan



keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan

5. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ;

surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang
memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;

Fotokopi:

1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau
sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima;
penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak
orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang
dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak
dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar,
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf m;

4. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan

daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon
perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan
Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan
gabungan Partai Politik;

pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota.

(3) Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan Peraturan KPU.

3) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2024

yang menyatakan:

(1) Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta

walikota dan wakil walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan
Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian

persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon;

(3) Tahapan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b meliputi: a. persiapan pelaksanaan pendaftaran; b. pelaksanaan pendaftaran;
dan c. pemeriksaan kesehatan.

Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan



4)

5)

6)

7)

persyaratan administrasi calon; dan c¢. penelitian perbaikan persyaratan
administrasi calon.

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang

menyatakan:

(1) Kegiatan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil
walikota;

(2) Program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bahwa berdasarkan pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024

yang menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal
pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka;

(2) Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), memuat: a. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai
jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 syat (6); b. Keputusan KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang
memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (1); dan c. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon;

(3) Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024

yang menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan
Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran
Pasangan Calon;

(2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul
08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;

(3) Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.

Bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan:

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah menerima
surat pengantar pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
ayat (2).

(2) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b angka 2
melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika terhadap Pasangan Calon;



(3) Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan
jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika Pasangan Calon;

(4) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan calon: a. mampu
atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan b. terindikasi atau tidak
terindikasi penyalahgunaan narkotika.

(5) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pemenuhan kelengkapan
persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

(6) Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersifat final.

8) Bahwa berdasarkan pasal 111 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan:

Setelah menerima kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 110 ayat (6), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda

terima dan berita acara kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung
9) Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 8

Tahun 2024 yang menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan
administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (1);

(2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33;

(3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon;

(4) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan bantuan Silon

10) Bahwa berdasarkan pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang
menyatakan:

(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau
instansi yang berwenang;

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.

11) Bahwa berdasarkan pasal 116 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024
yang menyatakan:

(1) Dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon
perseorangan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi
Pasangan Calon;

(2) Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan;



(3) Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian
persyaratan administrasi calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).

12) Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang
menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian perbaikan
persyaratan administrasi calon dan persyaratan administrasi calon pengganti;

(2) Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 berlaku mutatis mutandis
terhadap penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

13) Bahwa berdasarkan pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 8

Tahun 2024 yang menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk
menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 119 ayat (1);

(2) Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
berita acara;

(3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan
Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.

14) Bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 8

Tahun 2024 yang menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut
Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka;

(2) Pengambilan nomor urut dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3);

(3) Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disaksikan oleh: a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu; dan b. Pasangan Calon perseorangan;

(4) Selain disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Bawaslu Provinsi
dan Bawaslu Kabupaten /Kota.
15) Bahwa berdasarkan pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang
menyatakan:
(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita
acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;



(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian nomor

urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten /Kota.

16) Bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 8

Tahun 2024 yang menyatakan:

(1)

(2)

(3)

(4)

Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon;

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan
Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui lembaga penyiaran publik;

Selain mengumumkan melalui lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar
Pasangan Calon melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

C. IMBAUAN

Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan

Calon, Pendaftaran Dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan

Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Padang, sebagai upaya pencegahan,

Bawaslu Kota Padag mengimbau kepada KPU Kota Padang agar:

1

Melaksanakan Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran

Dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon pada

Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Padag dengan mempedomani ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan;

Melaksanakan Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran

Dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon pada

Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Padag sesuai dengan lampiran [ PKPU Nomor

8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Demikianlah surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.
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